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ABSTRAK

Perkembongun  masyarakal  vang  semakin - maju, pada  dasarnya
menjadikan manusia memerlukan hukum uniuk keteraturan hidup, Aturan vang
tercakup di dalam hukum vang berlaku sebagai sarana dan kesejahteraan
masyarakal yang berintikan keadilan dan kebenaran hares dapat berperan dalam
mengavomi masyarakat serta mengabdi pada kepentingan nasional. Dalzm arti
sempil diketahui bahwa perundang-undangan telah mengatur adanva instansi va ng
herkewajiban menegakkan hukum. Polri merupakan salah satu pilar pertahanan
negard yang kKhusus menangani ketertiban dan kKeamanan masvarakat. Dalom  hal
ini melalui pengsbdian terbaik, polisi perly memiliki tingkah laku penuh hormat
dan respek, bertindak dengan pikiran sehat, selalu sopan tetapi tegas dan mampu
menciptakan keselarasan untuk mengajak masyvarakat berpartisipasi menegakkan
disiplin. Timbulnya pro dan kontra akan poligami vang sampai saat ini
weberadaannya masih kentroversial dan menuat kecaman dari berbagai kalangan
yang sebagian besar berasal darl koum wanita. Adanva Keingingn kawm wanita
untuk mendapatkan persamaan hak dengan koum leki-laki, sehingga menimbulkan
berbagai pemikiran-pemikiran vang bermuara kepads dilegalkannya pliandri,
Dalam penulisan skripsi il vang menjadi permasalalan bugi penulis adalah
bagaimanzkah  pelakssnsan tugas  dun wewenang Penvidik Pold dalom
penanganan kasus poliandri dibubengkan dengoan Pasal 279 KUHP di Polscka
koto tangah Padong dan kendala vang dibadapai dalam pelaksanaan tugas dan
wewenang Penyidik Polri dalam pengnganas kasus poliandr dihubunykan dengan
‘asal 279 KUHP di Polsckta Kote Tengah Padang. Untuk itu penulis dabam
menyusun penelitian ini menggunskan metode pendekatan yuridis sosiologis
(empiris). yailu pendekatan masalah melalui penelition hukum dikaitkan dengan
uspek hukum ataw peraturan perundang-undangan vang herlaku dan dihubungkan
dengan fokin yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan vang
dibahas dulam penclitian dengan teknik pengumpulan data herupa wawancara dan
studi dokumen atau kepustakaan, Dalam menangani kasus polianded ini, Penvidik
polri mempunyai tugas dan wewenang dalam hal pemeriksaan tersangka dan
saksi. pengembangen kasus, penyitaan barang bukli, penahanan, pelimpaban
herkas perkara ke Kejoksaan Neperi dan mencrima surat P21, penvershan
lersangka dan barang bukti kepoda pihak kejoksaun Meperi, Dalam pelaksanaan
tugas dan wewenang tersehut, penyidik harus selalu menjunjung tinggi hak asasi
manusia dalam hal ini adalah terbadap tersangka. Adapun kendala vang dihadapi
dalam penanganan kasus poliandri adalah dalam hal keberadazn barang bukti
vailw surat nikah, wali nikah, serta saksi nikah, adanva tekeh agama vang
menikahkan (tuanko wali).



BARI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat yang semakin maju, pada dasarnya menjadikan
manusia memerlukan hukum untuk keteraturan hidup. Aturan vang tercakup di
dlalam hukum yang berlaku sebapai sarana dan kesejahteraan masvarakal vang
berintikan keadilan dan kebenaran harus dapat berperan dalam mengavomi
miasyarakal serla mengabdl pada kepentingan nasional.

Agar terlaksananya Hukum Nasional yang berfungsi mengatur tugas umum
pemerintah dan penyelengpara pembangunan nasional haruslah didukung oleh
aparalur hukum vang bersih, berwibawa, penuh pengahdizn, sadar dan taat
hukum serta mempunyai rasa keadilan. Sclain itu ditunon sesusi dengzan
kemanusisan, profesionalisme, berkembangnya masyarakat vang sadar dan taat
hukum.! Mengembangkan disiplin nasional pada dasamya membentuk jati dird
suatu bangsa dan bernegara vang bersangkut paut dengan kewibawaan. disamping
pelaksanaan penepakan hukum secara konsisten, konsekwen dan menvelurub
sangat didambakan masvarakat,

Dalam arti sempit diketabui bahwa perundang-undangan telah mengatuar

adanva instansi yang berkewajiban menegakkan hukum, Khususnva dalam

' Dok Prakoso, Mosalal Pessherian Pidana datam Teard dan Prakiek Peraditan, Ghali
Indonesia, Jakursy, 1984, hhn 22,



Hukum Pidana telah dikenal adanya Polisi, Jaksa, hakim sebagai penegak sistem
hukuwm pidana. Kepolisian merupakan salab satu pilar pertabanan negara viang
kbusus menangani ketertiban dan kKeamanan masvarakat,®
Dialam hal ini melalvi pengabdian terbaik. polisi perlu memiliki tingkah
laku penul hormat dan respek, bertindak dengan pikiran sehat, selalu sopan letapi
tegas dan  mampu menciptakan  keselarasan  untuk  mengajak  masvarakat
berpartisipasi menegakkan disiplin
Untuk lebih merinei mengenai tugas pokok sebagaimana yang diatur dalam
pasal 13 Undang-undang No, 2 tahun 2002, di dalam pasal 14 Undang-undang
terschut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepolisian
Mepara Republik Indonesia bertugas:
i Melaksanakan pengaturan. penjagsan, pengawalan, dan patroli terhadap
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
h. Menyelanggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban
dan kelancaran falu lintas jalan:
¢, Membina masvarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran
hukum masyarakat serta Ketmatan warga masyarakat terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan:

d, Turut serta dalam pembinaan hukum nasional:

 Bupriadi, Exke dar Fokpparg dowal Profest S df Dedoeesia, Sioar Grafike, Jekaria,
2006, him 133,

" Rend. Pol. (Pem) Kunario, Merenmigi Keitik Terkadap Podel, Cipta Manengeal, lakarta,
1995, him 37,
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BAB 1V

PENUTUP

A, kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ving diwraikan pada bhab

sebelumnya. maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikun ;

B
H

Pelaksanaan tugas dan wewenang Penyidik Polri dalam penanganan kasus
poliandri dihubungkan dengan IPasal 279 KUHP temtang kejahatan lethadap
asal-usul pernikahan i Polsekta Koto Tangah Padang pada prinsipnya sama
seperti dalam peninganan kasus-kasus  pidana Jainnya, Dimana  dalam
melaksanakan tugas dan wewensngnya Penvidik mengacy kepoda Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (K1UHP) dan Kitb Undang-Undang Hukum
Acara Padana (KUHAPY, dan harus menjunjung tingei hak Asasi Manusia
{HAM), dalam hal ini adalab hak-hak tersangka sebapaimana yang diatur di
dalam RUHAP. Adapun bentuk-bentuk tugas dan wewenmimg Penvidik Polri
dalam penanganan kasus poliandri adalah dalam hal pemeriksaan tersanpka
dan saksi, pengembangan kasus, penyitaan bavang  bukti, penahanan,
pelimpaban berkas perkara ke Kejaksaan MNegeri dan menerima surat P21
ving artinya bahwa berkas perkara sudah lengkap, penverahan ersangka dan
barang bukti kepada pihak kejaksaan Neger,

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Penvidik Polr dalam penanganan

kasus poliomaded di Polsekia Koto Tangah menemui kendala dalam keberadaan

“:-



barang bukt vaitu surat nikah, Kendala lain dalam pelaksanaan tugas dan
wewenang  Penvidik Polri wdalah dalam hal menghadirkim orsng yang
memkahkan  (wal nikah)  serta saksi nikab vang  disebabkan  karena

perkawinan poliandr dilakukan secara dibowah tangan (keawin voeh,

B. Saran

I Pelaksanaan tugas dan wewenang Penyidik Polrt dalam peranganan kasus
poliandn di Polsekia Koto tangah harus terus dijalankan secara konsisten dan
gesdl denpan peraturan yang berlaku, demi membentuk aparat penegak
hukum wang  profesional dan  sebagai  [ungsinya  sebagai  penpayom
masyarakat. Proses penyidikan kasus poliandri oleh Penyidik Unit Reskrim
Polsekta Koto Tangah Padang haros dilaksanakan secara cepat, tepat dan
efektl agar dapat diproses selanjutnya untuk difimpahkan ke Kejaksaan,

2, Agar kendala vang dibadapl dalam  pelaksimaan egas dan wewenang
penyidik Polel terhadap penanganan kasus poliandrt dapat diatasi, maka
penvidik Palrl harus bersikap jeli dan sigap dalam mengatasi semuoa keadaan
vang lerjadi «dalam proses penyidikan, diantaranya dalam hal mencart dan
menemmukan borang bukel sehingga proses penyidikan dapat berjalan dengan
lancar seperti vang diharapkan.

3, Sebaiknva masalah poliandn maupun poligami Gdak mests weejadi lagl, karena
akan berpengaruh terhadsp pasib anak vang akan menjodi korban akibat

tindakan avah maupun ibu mercka.
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B, Peraturan perumdang-undangan
- Kitab Undang-Uindang Hukum Pidana (KUELF).

- Kitah Undonge-LUndang Hukum Acora Pidana (KUHAP)L



